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ABSTRAK


Katharina Toku, skripsi dengan judul Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pengaruh  Pengawasan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu. Analisa data menggunakan instrumen analisis koefisien korelasi product moment, perhitungan analisa menggunakan program SPSS R 17,0 for windows.


Populasi penelitian adalah sebanyak 30 (tiga puluh) orang PNS dijadikan sebagai responden penelitian atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sensus (sensus sampling), dengan pertimbangan status responden sebagai pegawai negeri sipil yang sebagian besar menduduki jabatan struktural memahami  berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada lembaga tersebut.


Berdasarkan analisa data  uji korelasi product moment pearson, diperoleh hasil perhitungan sebesar sebesar 0,606. dilihat pada r tabel koefisiensi korelasi product momentdengan taraf signifikansi 5% untuk N = 30, diperoleh nilai r tabel = 0,429. Nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel korelasi (0,606 > 0,429), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable pengawasan keuangan terhadap variabel efektivitas  penggunaan  keuangan  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan pimpinan maupun pihak inspektorat  maka semakin baik pula efektivitas penggunaan anggaran pada kantor tersebut. 


Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, dengan bantuan program SPSS for windows,  maka diperoleh R Square atau r2 sebesar 65%.  Besarnya pengaruh pengawasan  anggaran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, adalah sebesar 65%, dan sebesar 35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 65% efektivitas penggunaan anggaran dipengaruhi oleh faktor pengawasan keuangan, yaitu : prosedur penggunaan anggaran, mengukur dan membandingkan, tujuan dan sasaran anggaran, dan perbaikan tindakan atau koreksi. sebesar 35%  efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.


Berdasarkan hasil perhitungan uji t hitung  program SPSS for windows ver. 17. Maka dapat diketahui bahwa besar t hitungnya adalah 3.240. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (3.240 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu.

Kata kunci : pengawasan 

ABSTRACT


Katharina Toku, a thesis with the title of surveillance influence on the effectiveness of budget use at the Regional Representative Council Secretariat (DPRD), Mahakam Ulu Regency.


This research aims to know and illustrate the effect of monitoring the effectiveness of budget use at the secretariat of the Regional Representative Council (DPRD) in Mahakam Ulu Regency. Data analysis using analysis instrument coefficient correlation product moment, calculation of analysis using SPSS R 17.0 for Windows program.


The research population is as many as 30 (thirty) civil servants used as research respondents or in other words this research uses the census method (the census of sampling), with consideration the status of respondents as civil servants who mostly occupy structural positions understand related to the management of budgets at the institution.


Based on data analysis of product moment Pearson Correlation, obtained the calculated result of 0.606. Seen in the R table coefficiencies correlation product Momentwith The level of significance 5% for N = 30, obtained the value of r table = 0.429. The R value obtained from the formula calculation result of the product moment correlation is greater than the R table correlation (0.606 > 0.429), it can be concluded that there is a positive relationship between the financial supervision variable to the financial use effectiveness variables in the secretariat of the regional People's Representative Council (DPRD) of Mahakam Ulu District, so it can be said that the better supervision performed by the leadership and the inspectorate, the better also the effectiveness of budget use in the office.


Based on the results of the calculation of coefficiencies, with the help of the SPSS for Windows program, it obtained R Square or R2 for 65%.  The magnitude of the influence of budget supervision on the effectiveness of budget management in the secretariat of the Regional Representative Council (DPRD) of Mahakam Ulu Regency, is 65%, and 35% is influenced by other factors not measured in this study. The meaning is that 65% of the budget usage effectiveness is influenced by financial supervisory factors, namely: budget usage procedures, measuring and comparing, budget objectives and objectives, and corrective action or correction. Of 35% of the effectiveness of budget management influenced by other factors not measured in this study.


Based on the results of the test calculation T SPSS for Windows ver. 17 program. Then it can be known that the big T-Count is 3,240. From the results when compared with T table then obtained T count > T table (3,240 > 1,688), so it can be said that the financial supervisory variables are positive and significant to the effectiveness of budget management in the secretariat of the Regional Representative Council (DPRD) district of Mahakam Ulu.

key word : supervision

I. Pendahuluan  
Salah satu gerakan reformasi birokrasi di Indonesia saat ini adalah pengelolaan anggaran,  merupakan konsekuensi logis pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang  Nomor. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, telah terjadi perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi penganggaran. Reformasi tersebut meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Aspek utama budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama dalam penganggaran yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah: anggaran tradisional atau anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan  New Public Management.  Model New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender (Mardiasmo, 2010 : 27).
Perubahan dari traditional budget ke performance budget (anggaran kinerja), merupakan usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut: komprehensif dan komparatif, terintegrasi dan lintas departemen, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome, dan perlunya pengawasan pengelolaan anggaran yang terukur dan sistematis dari pihak terkait.
Pengawasan dengan pendekatan kinerja pada dasarnya disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Penting kegiatan pengawasan tersebut di atas telah diatur berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan  perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.
Ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 (tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah) pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan satuan internal. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.
Diharapkan dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian efektifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, termasuk biorkrasi pemerintahan. Pengawasan sebenarnya terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang tekah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dialami dan membetulkannya serta mencegah agar tidak terulang lagi (Manulang, 2005 : 173).
Implikasi teori ini terhadap sistem penganggaran adalah bahwa target yang ada dalam anggaran idealnya dapat dicapai. Jadi pada dasarnya konsep teori penetapan tujuan  adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Hal yang sama juga berlaku bagi pihak yang melakukan pengawasan terhadap anggaran, bahwa pemahaman yang baik terhadap tujuan yang tercantum di dalam anggaran akan mempengaruhi efektifitas pengawasan yang dilakukannya. Sesuai dengan yang disebutkan dalam teori ini bahwa faktor penentu bagi seseorang terhadap bagaimana pengawas bisa mengerahkannya adalah terletak pada tujuan individu itu sendiri dan sejauh mana tanggung jawabnya terhadap tujuan tersebut, maka baginya pengawasan terhadap anggaran adalah bentuk tanggung jawabnya selaku pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan pekerjaan.
Pendekatan secara normatif, kebijakan maupun teori pengawasan tersebut di atas yang dikemukakan oleh para pakar administrasi dan manajemen, ternyata pada saat implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan jajaran terkait tidak semudah yang kita bayangkan, implementasi peran pengawasan ternyata banyak ditemukan kendala atau permasalahan, mengingat perilaku dan tuntutan pegawai cepat berubah dalam kondisi yang berbeda. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan di lingkungan kantor pemerintah tidak semudah yang kita bayangkan, adanya gap atau kesenjangan antara antara teori pengawasan dengan kenyataan pada tahapan implementasi pengawasan. 
Sesuai dengan tugas penelitian ini berkaitan dengan pengawasan penggunaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, baik yang dilakukan oleh unsur pimpinan maupun pihak inspektorat dari kabupaten, menurut pengamatan penulis pengawasan belum optimal, terdapat beberapa kelemahan atau permasalahan yang  ada pada lembaga tersebut. Menurut dugaan penulis permasalahan tersebut seperti adanya pemangkasan anggaran kegiatan tertentu dialihkan pada kegiatan yang lain. Sebagian terdapat ketidaksesuaian  rencana anggaran ada yang dengan kebutuhan riil di lapangan, hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya pemangkasan, pengurangan anggaran disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Disisi yang lain menurut dugaan penulis gejala kelemahan penggunaan anggaran yang cenderung konsumtif, pengeluaran rutinitas, selain itu juga kelemahan dari aspek pengawasan selama ini yang telah dilaksanakan untuk mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya kurang optimalnya dalam proses mengidentifikasikan penyimpangan (devisi), dan lambannya dalam menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi dalam perbaikan pengelolaan anggaran.
II. Kerangka Dasar Teori 



Pendekatan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori manajemen, oleh Terry di kenal POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) atau istilah lain disebut dengan prinsip-prinsip manajemen, salah satu fungsi manajemen tersebut adalah controlling atau pengawasan, merupakan fungsi terakhir dari seorang pimpinan setelah fungsi perencanaan, pengorganisasian, motivasi dan fungsi lainnya, salah satu tujuan dari fungsi pengawasan tersebut adalah terciptanya efektivitas kerja pegawai maupun efektivitas kerja organisasi.



Fungsi pengawasan terhadap efektivitas kerja, salah satu pendekatan yang digunakan  yaitu behavior approach atau pendekatan perilaku, dengan unsur  pokok yaitu manusia, organisasi, jenis pekerjaan dan lingkungannya. Menurut Nadler (2003 : 27) perilaku adalah fungsi dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sedangkan organisasi itu sendiri merupakan lingkungan yang mempunyai kharakteristik berupa keteraturan yang diwujudkan didalamnya disusun hirarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggungjawab.



Perilaku organisasi pegawai yang terbentuk tidak berproses secara alamiah, namun harus diarahkan menjadi perilaku organisasi yang positif (perilaku yang berorientasi terhadap tugas atau pekerjaan), untuk menciptakan perilaku organisasi tersebut salah satunya adalah peranan pengawasan yaitu menilai, mengoreksi, mengarahkan, membina jika terjadi penyimpangan atau deviasi dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Winardi, 2002 : 13).



Analisis pembentukan perilaku individu menjadi organisasi dilakukan dengan menggunakan model stimulus organisasi dan respon (model S.O.R) (Thoha, 2003 : 49). Untuk menciptakan perilaku organisasi pegawai yang berorientasi pada tugas, pekerjaan sebagai respon (R) maka pengawasan yang baik harus diciptakan (O) sebagai upaya untuk membentuk faktor manusia (stimulus) sehingga mempunyai perilaku yang positif.



Perilaku pegawai yang positif harus dipelihara secara terus menerus dan ditumbuh kembangkan supaya dapat menciptakan atau mempengaruhi kemampuan dan efektivitas pegawai, upaya itu perlu didukung oleh  faktor pengawasan pimpinan terhadap bawahan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan perangkat manajemen.

1. Pengertian Pengawasan

  Manulang (2005 : 173)  Dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen”, mengatakan pengawasan adalah  proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pendapat Mc Farland yang dikutip oleh Handayaningrat (1996:33), mengatakan pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Menurut T. Hani Handoko (2016 : 359) mengemukakan pengawasan adalah Proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasidan manajemen tercapai. Sedangkanb Fathoni (2006:30) mendefinisikan bahwa : Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 (tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah) pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan satuan internal. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.
Keputusan Presiden RI No. 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.
2. Bentuk dan Jenis Pengawasan

  Menurut Sondang P. Siagian (2002 : 135)  menjelaskan proses pengawasan pada dasarnya menggunakan dua macam tehnik yaitu sebagai berikut : (1) pengawasan langsung (direct control) ; (2) pengawasan tidak langsung (inderect control).

 Pengawasan langsung dimaksud adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan pengawasan sendiri terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau dilakukan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : (1) inspeksi langsung ; (2) on the spot observasi (observasi ditempat) ; (3) on the spot report (laporan ditempat) ; (4) pengawasan tak langsung. pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan para bawahan, dan berbentuk : laporan tertulis dan laporan lisan.

 Sedangkan macam atau bentuk pengawasan itu dibedakan atas : (1) pengawasan preventif ; dan (2) pengwasan repressif. Dengan pengawasan preventif dimaksud pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Dengan pengawasan repressif, dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu (Danim,2004 : 17).

Jenis pengawasan dilihat dari ibidang-bidang antara lain : (1) produksi, (2) penggunaan keuangan, (3) waktu, dan  (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan dibidang keuangan bermaksud untuk mengawasi, apakah bagian keuangan tidak menyelewengkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pengawasan dibidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dapat menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan dibidang manusia dengan kegiatan-kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi atau rencana tata kerja.

Dilihat dari jenis subjek pengawasan, pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:(1) pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan; dan (2) pengawasan ekstern adalah bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang diluar organisasi yang bersangkutan.

Senada dengan uraian di atas, dilihat dari cara atau teknik mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan itu dapat digolongkan atas : (1) peninjauan pribadi (personal observation). Peninjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan ; (2) laporan lisan (oral report). Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahan; (3) Laporan tertulis (written report). Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh bawahan, maka atasan dapat membaca apakah bawahan-bawahan tersebut melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya. (Handayaningrat, 1996 : 145)

3. Langkah dan Prosedur Pengawasan

Menurut Fathoni (2016:57) mengatakan  langkah-langkah proses pengawasan terdiri dari : (1) menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka hal ini secara logis berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan ialah menyusun rencana ; (2) mengukur prestasi kerja.  Pengukuran prestasi kerja terhadap standar secara ideal hendaknya dilakukan atas dasar pandangan kedepan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dahulu; (3) membetulkan penyimpangan. Jika standar ditetapkan untuk mencerminkan struktur organisasi dan apabila prestasi kerja diukur dalam standar ini maka pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang negatif dapat dipercepat, karena manajer sudah mengetahui dengan cepat terhadap bagian manakah dari pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, tindakan koreksi itu harus dikenakan.

Prosedur pengawasan secara sederhana proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: (1). memantau (monitoring) ;(2). menilai, dan (3). melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau monitoring dilakukan terhadap kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun haislnya. Aktivitas yang sedang dan telah dilakukan terhadap kinerja actual (actual performance), baik dalam proses maupun hasilnya (Bahrullah Akbar, 2002 : 10)

Dalam proses pengawasan terdapat beberapa unsur yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1). Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampel dengan hasil akhir yang diharapkan; (2). Unsur adanya objek pengawasan yaitu sesuatu yang menjadi sasaraan pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran ; (3). Ukuran atau standarisasi dari pengawasan; dan (4). Teknik-teknik pengawasan.
Langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan, yaitu: (1).Penetapan standar atau patokan yang dipergunakan berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya,  dan waktu; (2).Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan; (3).Mengidentifikasikan penyimpangan (devisi) ; (4). Menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.(Bahrullah Akbar,(2002: 15).
Pemeriksaan anggaran pada dasarnya merupakan aktivitas menilai, baik catatan (record) dan  menentukan prosedur-prosedur dalam mengimplementasikan anggaran, apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar-standar yang berlaku. Dalam pemeriksanaan dilakukan oleh pihak luar lembaga (external audit), seperti BPK (badan pemeriksa keuangan) atau akuntan public yang mempunyai sertifikasi, dan pimpinan langsung (internal audit) terhadap penerimaan dan pengeluaran biaya.
4. Pengertian Efektivitas

Menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2000 :  121) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti hasil guna.Efektivitas menurut Siagian, (2005:127)  berarti tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.
Menurut Handoko (2016:8) efektivitas berarti : kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain seseorang manajer efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan (metode/cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.
Siswanto mengungkapkan (2005 : 55) “Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar, memiliki kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat”.Menurut Shaun Tyson & Tony jacson (2000 : 230)  efektivitas dapat didefinisikan sebagai kecakapan untuk meyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. Dasar efektivitas adalah integrasi.
5. Aspek-Aspek Efektivitas 
Richard M. Steers (1995:5) mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu: (1) Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai; (2) Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; dan (3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi (Richard M. Steers, 1985:4-7)

Dapat dijelaskan indentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja, antara lain : (1) Karakteristik Organisasi ; (2) penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat pula; (3) Karakteristik Lingkungan ; (4) Karakteristik Pegawai ; (5) Karakteristik Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen. 

Untuk mengetahui tinggi rendahnya efektivitas kerja yang dicapai oleh bawahan sangat diperlukan sarana atau alat untuk menilainya. Kriteria atau indikator efektivitas yang digunakan yaitu : (1) Kemampuan Menyesuaikan Diri ; (2) Kepuasan Kerja; dan (3) Prestasi Kerja.
Untuk mengukur efektivitas kerja dikemukakan oleh  Campbell (Richard M. Steer, 1995:45) dalam enam macam pertimbangan, sebagai berikut : (1) pengukuran efektivitas  untuk memastikan keadaan  (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk ; (2) pengukuran efektivitas  organisasi  digunakan sebagai  diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi; (3) diperlukan sebagai bahan  keputusan  untuk suatu perencanaan ; (4) diperlukan untuk memahami organisasi ; (5) diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha  pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya  perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi; dan (6) diperlukan sebagai alat  untuk memahami  variabel, yaitu untuk mengetahui  karakteristik  organisasi apa saja  yang berhubungan  dengan  prediktor efektivitas. 

Suatu organisasi selalu mengharapkan terjadiya efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari para personel yang ada di dalamnya. Efektivitas kerja sangatlah diperlukan dalam suatu organiasasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan terciptanya efektivitas kerja maka para personel yang ada di dalam organisasi akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan. Ketidakefektifan dalam bekerja akan menghambat dalam pelaksaan pencapaian tujuan. 
6. Ukuran Efektivitas 
Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas (Danim, 2004:119-120)., sebagai berikut: (1) jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output) ; (2) tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu); (3) produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan ; dan (4) intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Steers (1985: 47) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu: (1) kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; (2) produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; (3) kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; (4) efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; (5) penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi; (6) pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya; (7) stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; (8) kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu; (9) semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; (10) motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk mencapai tujuan; (11) keterpaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan; dan (12) keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Steers, 1985:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal. Pendapat Duncan yang dikutip Ricard Steers (1995: 53) dalam bukunya “Efektrivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: (1) pencapaian Tujuan ; (2) integrasi ; dan (3) Adaptasi.
Berdasarkan ukuran efektivitas diatas, maka keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi Efektivitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas, yaitu :  (1) Pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (a) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (b) sasaran merupakan target yang kongktit, (c) dasar hukum (Steers 1995:53) ; (2) Integrasi. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (a) prosedur (c) proses sosialisai. ( Nazarudin dalam Claude, 1994:13); (3) Adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan–perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (a) peningkatan kemampuan (b) sarana dan prasarana. ( Duncan dalam Steers 1995:53 ). 
7. Efektivitas Penggunaan Anggaran 

Anggaran merupakan sarana yang penting untuk pengendalian dan perencanaan suatu organisasi (Anthony & Govindarajan, 2004). Anggaran adalah salah satu komponen penting dalam perencanaan, yang berisikan rencana kegiatan di masa datang dan mengindikasikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi (Hansen dan Mowen,2003). Sedangkan Lowe (1990) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan, direncanakan atau diperkirakan terjadi dalam periode tertentu pada masa yang akan datang. Sebagai rencana keuangan, anggaran berfungsi sebagai dasar untuk menilai kinerja (Schiff dan Lewin, 1990). Di samping itu, anggaran tidak hanya sebagai perencanaan keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan, tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi kinerja,dan memotivasi bawahannya (Kennis, 1979).
Adapun tujuan pokok penyusunan anggaran adalah sebagai berikut (Anthony etal., 1992:438): (1) Memperbaiki rencana strategis; (2) Mengkoordinasikan aktivitas berbagai bagian organisasi ; (3) Menyerahkan tanggung jawab kepada manajer, memberikan otorisasi besarnya biayayang boleh dikeluarkan, dan memberikan umpan balik kepada manajer atas kinerjamereka ; (4) Sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasikinerja manajer sesungguhnya.

Untuk mencapai tujuan penganggaran tersebut, menurut  Kenis (1999) sebuah anggaran harus memenuhi kriteria atau karakteristik sebagai berikut: (1) Adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran (Budgetary participation) ; (2) Kejelasan sasaran anggaran (Budget goal clarity) ; (3) Adanya umpan balik anggaran (Budgetary Feedback); (4)  Adanya evaluasi anggaran (Budgetary evaluation) ; dan (5) Tingkat kesulitan anggaran yang tidak tinggi (Budget goal difficulty)
8.  Definsi Konsepsional

Penulis memberikan batasan konsep dari variabel yang akan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Pengawasan anggaran kegiatan memeriksa dan menilai baik catatan, prosedur penggunaan anggaran apakah sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku yang dilakukan oleh pimpinan atau pihak luar lembaga terhadap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pencapaian sasaran anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD (PP Nomor 105 Tahun 2000)
2. Efektivitas penggunaan  anggaran adalah tercapainya sasaran yang telah diperkirakan atau direncanakan dengan tepat pada waktu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan khususnya pengelolaan anggaran pemerintah daerah untuk kecamatan. 
III. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian


Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2015 : 11). 

2. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua  pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang PNS dijadikan sebagai responden penelitian atau dengan kata lain penelitian ini menggunakan metode sensus (sensus sampling), dengan pertimbangan status responden sebagai pegawai negeri sipil yang sebagian besar menduduki jabatan struktural memahami  berkaitan dengan pengelolaan anggaran pada lembaga tersebut.
3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan informasi atau data yang dipergunakan, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yatu : Library Research, Field Work research, Observasi, Interview dan Angket. 
4. Definisi Operasional



Dalam penelitian penulisan skripsi ini penulis menetapkan batasan indikator-indikator dari masing-masing variabel independen dan dependen sbb  :

1. Pengawasan penggunaan anggaran sebagai independen variabel, indikatornya:

a) Prosedur penggunaan anggaran
b) Mengukur dan Membandingkan 
c) Sasaran penggunaan anggaran
d) Tindakan perbaikan koreksi.
2. Efektivitas Pengelolaan keuangan sebagai dependen variabel indikatornya terdiri atas :

a) Kesesuaian perancanaan anggaran 

b) Pertanggungjawaban
c) Ketepatan waktu penggunaan anggaran

d) Efesiensi anggaran

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data variabel menajemen proyek terhadap efektivitas pengelolaan proyek, yang diperoleh melalui daftar pertanyaan penulis menggunakan rumus Koefisien Korelasi Product Moment ( Pearson ). Sedangkan untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji t, dimana rs empiris yang dihasilkan diuji kembali dengan uji t tersebut, serta analisa data koefisien determinasi.

IV. Hasil Penelitian  

Berdasarkan tanggapan responden tentang peranan pengawasan penggunaan keuangan yang telah dilakukan dapat mengukur/membandingkan antara stándar yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada, sebanyak 7 orang responden atau sebesar 23,3% menjawab sangat mampu, sebanyak 9 orang responden atau sebesar 30% menjawab mampu dan sebanyak 14 responden atau sebesar 46,7% menjawab cukup mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan anggaran yang selama ini dilaksanakan mampu mengukur atau membanding penggunaan keuangan sebelumnya, artinya pengawasan selama ini dilakukan memberikan manfaat untuk menggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dan lebih baik lagi penggunaan dana lebih efesien dan efektif.

Pengawasan keuangan yang telah dilakukan oleh unsur Inspektorat Kabupaten maupun pengawasan pimpinan mampu membandingkan antara standar penggunaan keuangan dengan kenyataan yang ada, tidak banyak terdapat penyimpangan yang melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan.
Menurut pengamatan penulis pada saat melakukan penelitian, memang Bapak pimpinan dan kepala bagian lainnya melakukan pengawasan terhadap pengeluaran keuangan yang dilaporkan oleh bandahara atau bagian keuangan. Selain itu juga unsur pimpinan melakukan pengawasan langsung ini dapat berbentuk tindakan inspeksi langsung, on the spot observasi (observasi ditempat), on the spot report (laporan ditempat) dan pengawasan tak langsung. 
Untuk meningkatkan kinerja pengawasan keuangan yang akan datang perlu diperhatikan perencanaan keuangan yang baik, karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka hal ini secara logis berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan ialah menyusun rencana yang sesuai dengan kebutuhan baik kantor kecamatan  maupun kebutuhan untuk operasional kantor.
Berdasarkan jawaban responden pada tabel tujuh  tentang pertanyaan apakah
  laporan pengawasan penggunaan keuangan yang telah dilakukan selama ini akan menjadi rekomendasi perbaikan penggunaan anggaran yang akan datang, sebanyak 6 orang pegawai atau sebesar 20%  menjawab sangat mampu sebanyak 7 orang pegawai atau sebesar  23,3% menjawab mampu, sebanyak 13 orang pegawai atau sebesar 43,4% menjawab cukup mampu.dan sebanyak 4 orang pegawai atau sebesar 13,3% menjawab kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengawasan internal maupun eksternal oleh instansi terkait yaitu inspektorat Kabupaten Kutai Barat menjadi bahan perbaikan atau koreksi dan menjadi materi rekomendasi untuk penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efesien yang akan datang. Penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku pada lingkungan Kementrian Dalam Negeri.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu  sesuai tuntutan clean and transparancy goverment serta semangat reformasi birokrasi telah menerapkan  sistem anggaran berbasis kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. 
Berdasarkan jawaban responden pada tabel 9 tentang pertanyaan apakah para pegawai memahami pertanggung jawaban penggunaan keuangan masing-masing bidang  sebanyak 5 orang pegawai atau sebesar 16,6 % menjawab sangat memahami pertanggungjawaban, sebanyak 9 orang pegawai atau sebesar 30,0% menjawab memahami, sebanyak 13 orang pegawai atau sebesar 43,3% menjawab cukup memahami, hanya 3 orang pegawai atau sebesar 10,0% menjawab kurang memahami. Hal ini menunjukkan bahwa  sebagian besar pegawai memahami pertanggung jawaban penggunaan anggaran masing-masing bidang atau unit kerja. menurut dugaan penulis pemahaman pegawai tersebut didukung oleh tingkat pendidikan, pengetahuan pengawai pegawai  tentang pertanggungjawaban keuangan, selain itu juga ada pertisipasi pegawai, khususnya bendahara dan bagian keuangan lainnya adanya training atau pelatihan tentang pengelolaan keuangan berbasis kinerja saat ini terus ditingkatkan. Selain itu juga pemahaman pegawai terhadap sanksi hukum jika berani melanggar penggunaan anggaran yaitu melakukan tindakan korupsi.

Berdasarkan jawaban responden pada tabel sebelas tentang pertanyaan apakah penggunaan keuangan tahun ini lebih efesien di bandingkan tahun yang lalu. Sebanyak 6 orang pegawai atau sebesar 20% menjawab efesien, sebanyak 17 orang pegawai atau sebesar 58,0% menjawab cukup efesien, sebanyak 12 orang pegawai atau sebesar 33,33% menjawab kurang efesien, kemudian hanya 7 orang pegawai atau sebesar 23,3% menjawab  tidak efesien  penggunaan anggaran. data tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan dana kurang efesien karena hal ini disebabkan  menurunnya alokasi anggaran dari pemerintah, terjadi defisit anggaran yang sangat signifikan, hal ini juga menyebabkan adanya pengurangan anggaran  bidang lain yang lebih prioritas langsung bersentuhan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Implementasi konsep efesiensi di sektor anggaran pemnerintah tentu saja berbeda dengan swasta, tetapi lebih mengarah kepada efektivitas  yaitu tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran dalam penggunaan keuangan.
Berdasarkan analisa data  uji korelasi product moment pearson, diperoleh hasil perhitungan sebesar sebesar 0,606, untuk menentukan signifikan antara pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penggunaan anggaran. jika dilihat pada r tabel koefisiensi korelasi product momentdengan taraf signifikansi 5% untuk N = 30, diperoleh nilai r tabel = 0,429. bahwa r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel korelasi product moment (0,606 > 0,429), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable pengawasan keuangan terhadap variabel efektivitas  penggunaan  keuangan  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan pimpinan maupun pihak inspektorat  maka semakin baik pula efektivitas penggunaan anggaran pada kantor tersebut. 
Berdasarkan tabel interpretasi  dapat diketahui bahwa tingkat pengaruh  atau hubungan antara variable pengawasan terhadap efektivitas Pengelolaan anggaran  pada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil rxy sebesar 0,606, maka menurut interpretasi diatas jelas menunjukkan adanya korelasi yang diantara 0,60 – 0,79, maknanya adalah bahwa hubungan antara variable pengawasan dengan efektivitas kerja berada pada level  katagori hubungan kuat. 
Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, dengan bantuan program SPSS for windows,  maka diperoleh R Square atau r2 sebesar 65%.  dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pengawasan  anggaran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, adalah sebesar 65%, dan sebesar 35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 65% efektivitas penggunaan anggaran dipengaruhi oleh faktor pengawasan keuangan, yaitu : prosedur penggunaan anggaran, mengukur dan membandingkan, tujuan dan sasaran anggaran, dan perbaikan tindakan atau koreksi. sebesar 35%  efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan uji t hitung  program SPSS for windows ver. 17. Maka dapat diketahui bahwa besar t hitungnya adalah 3.240. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (3.240 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur.

Fakta fenomena data primer hasil penelitian tersebut di atas, disisi yang lain hasil penelitian ini juga di dukung oleh teori manajemen dan administrasi bahwa pengawasan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan keuangan. Penekanan pada konsep dan pendekatan value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.
V. P E N U T U P

1. Kesimpulan

a) Berdasarkan analisa data  uji korelasi product moment pearson, diperoleh hasil perhitungan sebesar sebesar 0,606. dilihat pada r tabel koefisiensi korelasi product momentdengan taraf signifikansi 5% untuk N = 30, diperoleh nilai r tabel = 0,429. Nilai r yang diperoleh dari hasil perhitungan rumus korelasi product moment adalah lebih besar dibandingkan r tabel korelasi (0,606 > 0,429), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variable pengawasan keuangan terhadap variabel efektivitas  penggunaan  keuangan  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan pimpinan maupun pihak inspektorat  maka semakin baik pula efektivitas penggunaan anggaran pada kantor tersebut. 
b) Berdasarkan tabel interpretasi  dapat diketahui bahwa tingkat pengaruh  atau hubungan antara variable pengawasan terhadap efektivitas Pengelolaan anggaran  pada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil rxy sebesar 0,606, maka menurut interpretasi diatas jelas menunjukkan adanya korelasi yang diantara 0,60 – 0,79, maknanya  adalah bahwa  hubungan antara variable pengawasan dengan efektivitas kerja berada pada level  katagori hubungan kuat. 
c) Berdasarkan hasil perhitunggan koefisiensi determinasi, dengan bantuan program SPSS for windows,  maka diperoleh R Square atau r2 sebesar 65%.  Besarnya pengaruh pengawasan  anggaran terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu, adalah sebesar 65%, dan sebesar 35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Maknanya adalah bahwa sebesar 65% efektivitas penggunaan anggaran dipengaruhi oleh faktor pengawasan keuangan, yaitu : prosedur penggunaan anggaran, mengukur dan membandingkan, tujuan dan sasaran anggaran, dan perbaikan tindakan atau koreksi. sebesar 35%  efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini.

d) Berdasarkan hasil perhitungan uji t hitung  program SPSS for windows ver. 17. Maka dapat diketahui bahwa besar t hitungnya adalah 3.240. dari hasil tersebut kalau dibandingkan dengan t table maka didapat t hitung> t tabel (3.240 >1.688), dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel pengawasan keuangan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu.
e) Hasil penelitian ini juga di dukung oleh teori manajemen dan administrasi bahwa pengawasan keuangan yang baik sangat diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas pengelolaan keuangan. Penekanan pada konsep dan pendekatan value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan oleh adanya evaluasi terhadap anggaran tersebut serta keberhasilannya ditentukan oleh adanya pengawasan yang efektif.
2. Saran Penelitian :

a) Pelaksanaan pengawasan keuangan saat ini cukup baik dan berdampak terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, kedepan lebih ditingkatkan kualitas pengawasan dalam rangka sinergitas kegiatan antar bidang dalam bidang pelayanan maupun pembangunan.
b) Perlunya peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan yang efektif, sangat menentukan implementasi pendekatan value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang berbasis kinerja kualitasnya juga ditentukan juga oleh adanya evaluasi terhadap penggunaan keuangan.
c) Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan keuangan antara lain, yaitu penetapan standar berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya,  dan waktu. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan. Mengidentifikasikan penyimpangan (devisi), dan menentukan tindakan perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi untuk perbaikan masa yang akan datang.
d) Figur dan teladan pimpinan, salah satu kata kunci keberhasilan fungsi pengawasan, oleh sebab itu perlu peran pimpinan sebagai contoh bawahan berkaitan efektivitas penggunaan anggaran  kantor.
e) Mengingat Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk kabupaten baru di Kaltim perlu membuat usulan penambahan anggaran untuk peningkatan program keterampilan pegawai khususnya training pengelolaan keuangan, kursus bendahara, pelatihan akutansi dan lainnya.
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